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Abstrak
 

Tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh biro perjalanan Umrah mengakibatkan

kerugian ratusan miliyar rupiah dan dengan jumlah korban yang sangat banyak, oleh sebab itu perlindungan

hukum bagi korban sangat dibutuhkan bagi korban, terutama perlindungan hak ganti kerugian bagi korban,

karena seperti yang kita ketahui selama ini tuntutan pidana penjara bagi pelaku tidak memenuhi hak ganti

kerugian pada korban. Oleh sebab itu diperlukan peran pemerintah serta aparat hukum di Indonesia untuk

melindungi hak ganti kerugian kepada korban.Serta diperlukan peran pemerintah dalam upaya mencegah

penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh biro perjalanan ibadah umrah.Metode yang digunakan

dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan jenis data skunder

dengan bahan hukum primer yaitu peraturan kementrian agama, peraturan perundang-undangan, dan bahan

hukum skunder meliputi artikel, makalah, dan berita online yang terkait. Hasil penelitian ini menyimpulkan

bahwa dalam perlindungan hukum bagi korban tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan

oleh biro perjalanan umrah ini terdapat didalam KUHP pasal 372 dan 378, serta Pasal 64 Ayat (2) Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, tetapi memang tidak diatur tentang

pengembalian hak ganti kerugian secara penuh kepada korban, oleh sebab itu para korban dapat menempun

jalur penggabungan perkara pidana dan perdata untuk mendapatkan hak ganti kerugian secara penuh.

<hr>

The crime of fraud and embezzlement committed by the Umrah travel agency resulted in losses of hundreds

of billions of rupiah and with a very large number of victims, therefore legal protection for victims was very

much needed, especially protection of compensation rights for victims, because as we know during this

demands a prison sentence for the offender not fulfilling the right to compensate the victim. Therefore, the

role of the government and the legal apparatus in Indonesia is needed to protect compensation rights to

victims. And the role of the government is needed in an effort to prevent fraud and embezzlement carried

out by the Umrah pilgrimage travel agency. The method used in this study uses a normative juridical

approach, by using secondary data types with primary legal material, namely the regulations of the Ministry

of Religion, legislation, and secondary legal materials including articles, papers, and journals. The results of

this study conclude that in legal protection for victims of criminal acts of fraud and embezzlement

committed by the Umrah travel agency contained in the Criminal Code article 372 and 378, and Article 64

Paragraph (2) of Law Number 13 of 2008 concerning the implementation of the Hajj, but indeed it is not
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regulated about returning full compensation rights to victims, therefore victims can establish a path of

combining criminal and civil cases to obtain full compensation rights.


